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PEDOMAN WAWANCARA
Bappeda Kabupaten Banjarnegara
Nama Responden :
Jabatan :
Tanggal :
Pertanyaan Mengenai Peranan Bappeda
1. Bagaimana kemiskinan di kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan di kabupaten
Banjarnegara?
3. Program apa saja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi
kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara
4. Bagaimana peranan Bappeda Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi
masalah penanggulangan kemiskinan?
5. Konstribusi seperti apa yang dilakukan oleh Bappeda Banjarnegara terkait
dengan program penanggulangan kemiskinan?
6. Bagaimana upaya pengorganisasian dalam program penanggulangan
kemiskinan?
7. Bagaimana cara Bappeda menemukan kriteria masyarakat yang miskin?
8. Apa yang menjadi prioritas utama dalam program penanggulangan
kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan?
9. Apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami Bappeda dalam pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan ?
10. Apakah Bappeda bekerjasama dengan instansi atau lembaga tertentu dalam
program penanggulangan kemiskinan?
11. Adakah keterkaitan antar gerakan penanggulangan kemiskinan yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap program penanggulangan kemiskinan,
khususnya di wilayah perkotaan?
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12. Apakah ada program tindak lanjut dari PNPM untuk pelaksanaan kegiatan
selanjutnya?
13. Bagaimanakah peran atau keikutsertaan Bappeda dalam mendukung
keberhasilan kebijakan ini?
14. Apa yang dilakukan Bappeda dalam memonitoring Program Penanggulangan
kemiskinan?
15. Apakah setiap fungsi yang ada sudah bekerja secara efektif dalam mendukung
pencapaian tujuan Program Penanggulangan kemiskinan?
16. Apakah sikap dari anggota didalam Bappeda dalam mendukung kebijakan ini?
Pertanyaan mengenai Implementasi
1. Darimana sumber dana program penanggulangan kemiskinan PNPM
Mandiri Perkotaan berasal?
2. Berapa alokasi anggaran dana yang diberikan pada masing-masing
wilayah yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan?
3. Apakah anggaran yang dialokasikan cukup efektif untuk mencapai tujuan
Program?
4. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Bappeda untuk menyelesaikan atau
meminimalisir hambatan tersebut?
5. Bagaimanakah mekanisme koordinasi antar unit atau internal Bappeda
dalam mendukung kebijakan ini?
6. Apakah terjadi hambatan dalam melakukan proses koordinasi dengan
antar dinas terkait implementasi kebijakan ini?
7. Apabila ada, hambatan apa saja yang terjadi?
8. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir atau menyelesaikan
hambatan tersebut?
9. Bagaimana pertanggungjawaban Bapepeda terhadap program ini?
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PEDOMAN WAWANCARA
Kelurahan Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
Nama Responden :
Jabatan :
Tanggal :
Pertanyaan Mengenai Peranan Bappeda
1. Bagaimana peranan Bappeda Kabupaten Banjarnegara dalam mengatasi
masalah penanggulangan kemiskinan?
2. Konstribusi seperti apa yang dilakukan oleh Bappeda Banjarnegara terkait
dengan program penanggulangan kemiskinan?
3. Jenis upaya dukungan apa saja yang diusahakan oleh Bappeda?
4. Strategi apa saja yang digunakan untuk mengoptimalkan program ini?
Pertanyaan mengenai Implementasi
1. Bagaimana awal mula adanya kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan di
kelurahan Sokanandi?
2. Tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sokanandi?
3. Bagaimana tahapan pra pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di
Kelurahan Sokanandi?
4. Program apa saja yang sudah dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan di
kelurahan Sokanandi?
5. Apakah tujuan PNPM Mandiri Perkotaan ini?
6. Siapa yang menjadi sasaran dalam kebijakan ini?
7. Bagaimana cara pemilihan sasaran warga PNPM Mandiri Perkotaan?
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8. Apa yang menjadi prioritas utama dalam program PNPM Mandiri
Perkotaan?
9. Apakah ada program tindak lanjut dari PNPM untuk pelaksanaan kegiatan
selanjutnya?
10. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat diprioritaskan kepada masalah
apa?
11. Apakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat bermanfaat?
12. Hasil apa saja yang didapat dengan adanya PNPM Mandiri Perkotaan?
13. Darimana sumber dana PNPM Mandiri Perkotaan berasal?
14. Bagaimanan cara menemukan alokasi BLM dari  program PNPM Mandiri
Perkotaan?
15. Berapa alokasi anggaran dana yang diberikan?
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RENCANA PENGGUNAAN DANA
TAHUN 2012
1 AMPELSARI
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 120.000.000 4.500.000 100.100.000 15.400.000 - 120.000.000
II N 40.000.000 1.500.000 34.650.000 3.850.000 - 40.000.000
II D 40.000.000 1.500.000 - - 38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000 134.750.000 19.250.000 38.500.000 200.000.000
2 PARAKANCANGGAH
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 120.000.000 4.500.000 100.500.000 15.000.000 120.000.000
II N 40.000.000 1.500.000 34.250.000 4.250.000 - 40.000.000
II D 40.000.000 1.500.000 - - 38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000 134.750.000 19.250.000 38.500.000 200.000.000
3 KUTABANJARNEGARA
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 180.000.000 6.000.000 174.000.000 - - 180.000.000
II N 60.000.000 2.000.000 29.000.000 29.000.000 - 60.000.000
II D 60.000.000 2.000.000 - - 58.000.000 60.000.000
300.000.000 10.000.000 203.000.000 29.000.000 58.000.000 300.000.000
4 ARGASOKA
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 120.000.000 4.500.000 96.250.000 19.250.000 - 120.000.000
II N
40.000.000 1.500.000
38.500.000 - -
40.000.000
II D
40.000.000 1.500.000
- -
38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000
134.750.000
19.250.000 38.500.000 200.000.000
5 SOKAYASA
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 75.000.000 3.000.000 72.000.000 - 75.000.000
II N
25.000.000 1.000.000
12.500.000
11.500.000
-
25.000.000
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II D
25.000.000 1.000.000
- -
24.000.000 25.000.000
125.000.000 5.000.000
84.500.000
11.500.000 24.000.000 125.000.000
6 TLAGAWERA
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I a 30.000.000 1.500.000 28.500.000 - - 30.000.000
I b 30.000.000 1.500.000 23.750.000 4.750.000 - 30.000.000
II N 20.000.000 1.000.000 14.250.000 4.750.000 - 20.000.000
II D 20.000.000 1.000.000 - - 19.000.000 20.000.000
100.000.000 5.000.000 66.500.000 9.500.000 19.000.000 100.000.000
7 SOKANANDI
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I a 60.000.000 2.250.000 57.750.000 - - 60.000.000
I b 60.000.000 2.250.000 38.500.000 19.250.000 - 60.000.000
II N
40.000.000 1.500.000
38.500.000 - -
40.000.000
II D
40.000.000 1.500.000
- -
38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000
134.750.000
19.250.000 38.500.000 200.000.000
8 SEMAMPIR
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 75.000.000 3.000.000 72.000.000 - 75.000.000
II N
25.000.000 1.000.000
12.500.000
11.500.000
-
25.000.000
II D
25.000.000 1.000.000
- -
24.000.000 25.000.000
125.000.000 5.000.000
84.500.000
11.500.000 24.000.000 125.000.000
9 KARANGTENGAH
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 120.000.000 4.500.000 115.500.000 - - 120.000.000
II N 40.000.000 1.500.000 19.250.000 19.250.000 - 40.000.000
II D 40.000.000 1.500.000 - - 38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000 134.750.000 19.250.000 38.500.000 200.000.000
10 WANGON
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TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I a 45.000.000 1.500.000 39.150.000 4.350.000 - 45.000.000
I b 30.000.000 1.500.000 25.650.000 2.850.000 - 30.000.000
II N 25.000.000 1.000.000 19.200.000 4.800.000 - 25.000.000
II D 25.000.000 1.000.000 - - 24.000.000 25.000.000
125.000.000 5.000.000 84.000.000 12.000.000 24.000.000 125.000.000
11 KRANDEGAN
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 120.000.000 4.500.000 115.500.000 - 120.000.000
II N
40.000.000 1.500.000
19.250.000
19.250.000
-
40.000.000
II D
40.000.000 1.500.000
- -
38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000
134.750.000
19.250.000 38.500.000 200.000.000
12 CENDANA
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 120.000.000 4.500.000
115.500.000
120.000.000
II N
40.000.000 1.500.000
19.250.000
19.250.000
-
40.000.000
II D
40.000.000 1.500.000
- -
38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000
134.750.000
19.250.000 38.500.000 200.000.000
13 SEMARANG
TAHAP BLM BOP LINGKUNGAN SOSIAL EKONOMI TOTAL
I 120.000.000 4.500.000 115.500.000 - - 120.000.000
II N
40.000.000 1.500.000
19.250.000
19.250.000
-
40.000.000
II D
40.000.000 1.500.000
- -
38.500.000 40.000.000
200.000.000 7.500.000
134.750.000
19.250.000 38.500.000 200.000.000
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TAHAP PELAKSANAAN DI KOTA/KABUPATEN
Untuk dapat mencapai tingkat efektifitas yang tinggi dari kegiatan
penanggulangan  kemiskinan di kelurahan perlu juga dilakukan intervensi di
tingkat kota/kabupaten sehingga tercapai sinergi program pembangunan dari
berbagai sektordengan program penanggulangan kemiskinan di tingkat
kelurahan/desa.
No. KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
52. Serangkaian lobby-
lobby, silaturahmi
sosial dan
sosialisasi awal
kepada perangkat
pemerintah kota/kab
dan kelompok
strategis di kota/kab
- Penyelenggara: Korkot
- Peserta: Walikota/bupati,
perangkat pemerintah &
kelompok strategis (tokoh
formal & informal).
- Fasilitator: KMW
ƒ Keberadaan KMW
beserta jajarannya
diterima oleh pemerintah
kota/ kabupaten dan
DPRD.
ƒ Daerah paham mengenai
gambaran umum PNPM
Mandiri Perkotaan dan
segala konsekwensinya.
ƒ Kesepakatan rencana
kerja pelaksanaan PNPM
Mandiri Perkotaan.
ƒ Dukungan dan komitmen
dari dinas & instansi
untuk terlibat dalam
PNPM Mandiri Perkotaan.
Dilakukan di bulan
ke-1 setelah KMW
mobilisasi
53. Membangun dan
mengembangkan
Komunitas Belajar
Perkotaan (KBP)
- Pelaksana: Pemkot/ kab
bersama KMW.
- Peserta: Perangkat
pemkot/kab, DPRD, Dinas/
Instansi, camat, Kelompok
strategis (LSM, swasta,
Pers, Perguruan tinggi, dll.
- Fasilitator : TKPK-D dan
Korkot.
ƒ Para pemangku
kepentingan tingkat
kota/kab paham konsep &
mekanisme PNPM
Mandiri Perkotaan
sebagai upaya
penanggulangan
kemiskinan kota melalui
penerapan nilai-nilai
kemanusiaan, prinsip-
prinsip kemasyarakatan,
dan pembangunan
berkelanjutan.
ƒ Dukungan penuh serta
komitment berpartisipasi
aktif dalam pelaksanaan
KBP di masing-masing
kota/kab.
Dilakukan mulai
pada bulan ke-2
setelah KMW
dimobiisasi dan
seterusnya secara
berkesinambungan
sehingga
terbangun budaya
belajar dari para
elit kota/kab.
54. Serangkaian FGD
untuk membangun
relawan
penangulangan
kemiskinan tingkat
kota sebagai motor
penggerak KBP.
- Pelaksana: Pemkot/
kabupaten.
- Peserta: Para pemangku
kepentingan kota/kab
(stakeholders kota/kab)
- Fasilitator : TKPK-D, Korkot
Perangka pemkot/kab dan
para pemeduli kemiskinan
sebagai pemangku
kepentingan setempat sadar
perlunya penangulangan
kemiskinan secara kolektif &
menjadi tanggung jwb
bersama, aktif berjuang
Dilakukan mulai
bulan ke-2 setelah
KMW dimobiisasi
dan KBP terbangun
120
No. KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
untuk membebaskan
masyarakat dari kemiskinan.
55. Serangkaian
kegiatan tematik;
akar kemiskinan,
pendataan
kemiskinan,
organisasi
penanggulangan
kemiskinan,
perencanaan
partisipatif & hub
dengan
musrenbang yang
dilakukan melalui;
kunjungan
lapangan,
wawancara dengan
pemanfaat,
diskusi/FGD,
seminar/lokakarya
pengkayaan
pemahaman.
- Pelaksana: TKPK-D
- Peserta : Relawan-relawan
yang tergabung dalam
KBP.
- Fasilitator : Korkot, KMW,
Pemkot/kab
• Tumbuhnya kesadaran &
kesepakatan semua pihak
di tingkat. kota/kab bahwa
akar persoalan kemiskinan
struktural adalah lunturnya
nilai-nilai universal
kemanusiaan sehingga
mendorong banyak pihak
cenderung menjadi
penyebab kemiskinan dan
bukan solusi kemiskinan.
• Kesepakatan rencana
tindak reformasi
tatalaksana pembangunan,
anggaran dan peraturan-
peraturan pendukung
Dilakukan pada
mulai ke 5 setelah
KMW dimobiisasi
atau bersamaan
dengan Refleksi
Kemiskinan di
tingkat kelurahan
dan seterusnya
56. Membangun/
Mengokohkan
TKPK-Kota/ Kab.
melalui serangkaian
diskusi tematik dan
FGD khususnya
mengenai good
governance.
- Pelaksana: Pemkot/ kab.
Peserta: Anggota TKPK-D
- Fasilitator : Korkot, KMW
dan KBP.
• Pemda dan para
pemangku kepentingan di
tingkat. kota/kab
menyepakati kriteria &
profil keanggotaan TKPK-D
yang mencerminkan
keragaman unsur kota,
tugas serta fungsi TKPK-D
yang diharapkan.
• Penerbitan SK Walikota/
Bupati tentang
pembentukan/revitalisasi/
restrukturisasi TKPK-D di
wilayahnya.
• Meningkatnya kesadaran
kritis anggota TKPK-D &
relawan kota ttg tugas &
fungsi masing-masing
dalam menciptakan tata
kepemerintahan yang baik.
57. Penyusunan/peninja
uan kembali strategi
penangulangan
kemiskinan
kota/kab.
- Pelaksana: TKPK-D dan
relawan-relawan kota.
- Peserta: Pemkot/kab,
DPRD, dinas-dinas/instansi,
camat, lurah/kades,
kelompok peduli (LSM,
swasta, pers, perguruan
tinggi, dll), relawan-relawan
masyarakat kelurahan,
LKM (bila telah terbentuk)
dan para pihak lainnya.
- Fasilitator : Korkot, KMW
dan walikota/bupati
• Tersusun dan
disepakatinya dokumen
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan (SPK) kota/kab
sebagai manifestasi dari
good governnance.
• Kesepakatan integrasi PJM
Pronangkis masyarakat
dengan program
pembangunan
kota/kabupaten sebagai
penjabaran SPK-D.
Dilakukan mulai
bulan ke-8 setelah
KMW dimobiisasi
atau setelah
dimulai
pelaksanaan
perencanaan
partisipatif
penyusunan PJM &
renta Pronangkis di
tingkat kelurahan
TKPK-D & relawan
kota memantau &
terlibat dalam
proses penyusunan
PJM & Renta
Pronangkis
masyarakat
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No. KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
58. Penyusunan
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
(Pronangkis)
tingkat Kota/Kab
- Pelaksana: Bappeko/kab
- Peserta: TKPK-D, DPRD,
dinas-dinas/instansi terkait.
- Fasilitator : Korkot, KMW &
Walikota/Bupati
• Alokasi APBD untuk
penanggulangan
kemiskinan berbasis nilai
memadai.
• Tersusun dan
disepakatinya program
daerah yang merangkup
PJM Pronangkis dari masy
kelurahan.
Dilakukan mulai
bulan ke 10 atau
11 setelah KMW
dimobiisasi
TKPK-D & relawan
kota mengawal
integrasi PJM
Pronangkis ke
program daerah



